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Abstract 
Bert Objectiveof this studyto analyze the Implementation Of the Village Funds Policy 
forHealth Development in Donggala District.The theory used as the basis of analysis is the theory 
analysis of van Metter and Van Horn policy, consisting of sixaspects of basic measuresand policy 
objectives, policy resources, characteristics the executing agency, implementor's disposition, 
disposition between the organization and activities of the implementing and social, political and 
economic conditions. Qualitative methodscase study approach in three villages premises with 
depth interviews with 10 informant. Analysis of the data used is the Miles and Hubberman Models. 
The results showed that the implementation of the Village Fund Policy for Health Development In 
Donggala District was not well implemented. This can be seen from the six aspects studied, there 
are still aspects that have not yet been achieved, namely the Basic Measures and Policy Objectives, 
Policy Sources, characteristics of Implementing Agents have not fully supported, as well as the 
Conditions of Social research Environment, Politics and Economics. While the aspects that have 
been implemented are aspects of Implementor Disposition, and Inter-Organization Communication 
and Implementing Activities. 
Keywords: Implementation, basic measuresand policy objectives, policy sources, characteristic 
the executing agency, implementor's disposition, disposition between the organization 
and activities of the implementing and social, political and economic conditions, 
Village Funds, Health Development, Donggala Distric.  
    
PENDAHULUAN 
 
Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 2014 tentang Desa bertujuan 
memberikan pengakuan dan kejelasan kepada 
Desa akan status dan kedudukannya dalam 
sistem ketatanegaraan Republik Indonesia, 
negara memberikan kewenangan Desa dalam 
melestarikan adat dan tradisi serta budaya 
masyarakat Desa. 
Agar dapat melaksanakan perannya 
mengatur dan mengurus komunitasnya, 
berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah 
Nomor 72 tahun 2005, Desa diberikan 
kewenangan yang mencakup: 1. urusan 
pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak 
asal usul Desa; 2. urusan pemerintahan yang 
menjadi kewenangan Kabupaten/Kota yang 
diserahkan pengaturannya kepada Desa; 3. 
tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah 
Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota; dan 
4. urusan pemerintahan lainnya yang oleh 
peraturan perundang-undangan diserahkan 
kepada Desa.  
Salah satu sumber dana bagi Desa adalah 
Dana Desa yang bersumber dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara, diperuntukan 
bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan 
digunakan untuk membiayai penyelenggaraan 
pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, 
pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan 
masyarakat.  
Ketentuan yang mengatur Dana Desa 
adalah Peraturan Pemerintah Republik 
Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 Tentang 
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 
60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa bersumber  
dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara 
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sebagai pelaksanaan dari ketentuan pada Pasal 
12 ayat (1).  
Pedoman lain yang terkait, yaitu 
Permendagri No.114/2014 tentang Pedoman 
Pembangunan Desa, Permendagri No.113/2014 
tentang Pengelolaan Keuangan Desa, 
Permendes PDTT No.19 Tahun 2017 tentang 
Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa 
Tahun Anggaran 2018, yang selanjutnya 
ditingkat Kabupaten Donggala, diperjelas 
dengan Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2018 
Tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan, 
Rincian Dana Desa Setiap Desa dan Prioritas 
Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2018, 
serta Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2018 
Tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa 
Pada Setiap Desa Tahun Anggara 2018. 
Di Kabupaten Donggala, terdapat 16 
kecamatan dengan 158 Desa dan 9 kelurahan, 
telah memiliki fasilitas kesehatan berupa 
Puskesmas dan jaringannya, namun pemerataan 
dan keterjangkauan pelayanan kesehatan masih 
menjadi kendala. Pembangunan kesehatan 
seringkali mengalami hambatan karena kondisi 
geografis, kurangnya sarana transportasi, 
komunikasi serta adanya ketergantungan pada 
musim. Hal ini menyebabkan biaya 
pembangunan kesehatan menjadi sangat mahal. 
Olehnya, perlu dilakukan langkah-langkah 
strategis dalam pemecahan masalah diatas, 
khususnya dibidang kesehatan. 
Pemerintah pusat, melalui Kementerian 
Kesehatan telah menyusun beberapa strategis 
yang dituangkan dalam Keputusan Menteri 
Kesehatan RI No : HK.02.02/Menkes/52/2015 
tentang Rencana Strategis Kementerian 
Kesehatan, yang mengatur kegiatan dalam 
mendorong Desa untuk mengalokasi dan 
memanfaatkan dana Desa minimal 10% untuk 
Usaha Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat 
(UKBM). Akan tetapi di tingkat Desa, 
khususnya di Kabupaten Donggala hanya 
sebagian Desa saja yang mengganggarkan dana 
Desa untuk pembangunan kesehatan. 
Dalam mengimplementasi suatu 
kebijakan diperlukan variabel-variabel ataupun 
dimensi untuk memastikan suatu kebijakan 
dapat terlaksana dengan baik. Sejalan dengan 
itu dikemukakan oleh Van Metter dan Carl Van 
Horn (Winarno, 2012:160-161), bahwa variabel 
implementasi kebijakan meliputi, ukuran dan 
tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik 
agen pelaksana, sikap/kecenderungan 
(disposition) para pelaksana, komunikasi 
antarorganisasi dan aktivitas pelaksana, serta 
lingkungan ekonomi, sosial, dan politik. Oleh 
karena itu kebijakan dana Desa bagi 
pembangunan kesehatan Di Kabupaten 
Donggalaakan mencapai harapan yang 
diinginkan maka perlu untuk memperhatikan 
faktor-faktor tersebut dalam mengimplementasi 
kan kebijakan Dana Desa bagi pembangunan 
kesehatan. 
Jika kita membandingkan jumlah  dana 
Desa dan alokasi yang dianggarkan bagi 
pembangunan kesehatan di Kabupaten 
Donggala, pada Tahun 2016 sebanyak Rp. 
97.769.993.000 dengan alokasi dana Desa bagi 
pembangunan kesehatan sebesar 5,04%, Tahun 
2017 Dana Desa sebanyak Rp. 
124.461.983.000 dengan alokasi bagi kesehatan 
sebesar 6,05% dan Tahun 2018 Dana Desa 
sebanyak Rp.130.392.660.000 sudah termasuk 
dana Afermasi (dana tambahan bagi Desa 
miskin dengan kategori cakupan bidang 
pendidikan dan kesehatan yang rendah) sebesar 
Rp.6.932.960.000 (DPMPD Kab.Donggala 
tahun 2018). Dengan alokasi dana Desa bagi 
kesehatan sebesar 4,9%, maka akan terlihat 
bahwa pembangunan kesehatan di Kabupaten 
Donggala melalui Dana Desa belum mencapai 
10% dari total dana Desa yang telah disiapkan 
oleh pemerintah pusat. 
Sementara dari segi penganggaran 
melalui instansi terkait yaitu Dinas Kesehatan 
Kab.Donggala, rencana anggaran yang 
diajukan pada Tahun 2016 sebesar 
Rp.50.590.329.500 namun besarnya anggaran 
yang disalurkan melalui Dana DAU Pada 
Tahun 2016 sebesar Rp.22.508.925.439, Tahun 
2017 disalurkan sejumlah Rp.40.593.917.996 
dari pengajuan anggaran sebesar 
Rp.66.210.312.000 dan Tahun 2018 disalurkan 
dana sebesar Rp. 9.023.567.101 dari pengajuan 
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anggaran sebesar Rp. 65.670.720.500.(Dinas 
Kesehatan Tahun 2016-2018). 
Tidak tercapainya serta terbatasnya 
penganggaran pembangunan kesehatan dalam 
memecahkan masalah kesehatan yang ada dari 
pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Donggala 
disebabkan karena masih minimnya pecapaian 
ukuran dan tujuan kebijakan yang ditunjukan 
dengan masih belum meratanya pemahaman 
implementor terhadap kebijakan Dana Desa 
bagi pembagunan kesehatan, yang berdampak 
pada sumber daya anggaran yang minim 
terhadap pengalokasian pembangunan 
kesehatan dari Dana Desa di Kabupaten 
Donggala, Selain itu implementor yang masih 
belum melibatkan secara keseluruhan 
stekholder yang ada di masyarakat dalam 
perencanaan pengelolaan Dana Desa, yaitu 
petugas kesehatan yang ada di Desa, 
berdampak pada kurangnya dukugan dari 
lingkungan ekternal implementor terhadap 
pelaksanaan kebijakan Dana Desa bagi 
pembaggunan Dana Desa.  
Pada Tahun 2016 terjadi kematian ibu 
sebanyak 5 orang dan kematian bayi dan balita 
sebanyak 30 orang, gizi kurang sebanyak 23 
orang, rumah tangga ber-PHBS 21,4%, 
Pneumonia sebesar 19%,  Tahun 2017 
kematian ibu sebanyak 13 orang, kematian bayi 
dan balita sebanyak 49 orang, gizi kurang 
sebanyak 82 orang, rumah tangga ber-PHBS 
31,6%, Pneumonia sebesar 29% dan pada 
Tahun 2018 kematian ibu sebanyak 8 orang, 
kematian bayi dan balita sebanyak 49 orang, 
gizi kurang sebanyak 161 orang, rumah tangga 
ber-PHBS 31,6 %, Pneumonia sebesar 18,3%. 
(Dinas Kesehatan Tahun 2016-2018). 
Dari uraian diatas, maka dapat 
dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut: 
Bagaimana Implementasi Kebijakan Dana Desa 
Bagi Pembangunan Kesehatan Di Kabupaten 
Donggala.? 
Berdasarkan rumusan masalah yang ada, 
maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian 
ini yaitu untuk mengetahui Implementasi 
Kebijakan Dana Desa Bagi Pembangunan 
Kesehatan Di Kabupaten Donggala. 
METODE 
 
Penelitian ini merupakan jenis penelitian 
deskriptif dengan pendekatan kualitatif. 
Menurut Nazir (2003:54), bahwa penelitian 
deskriptif adalah pencarian fakta dengan 
interpretasi yang tepat. Tujuan dari penelitian 
ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran 
atau lukisan secara sistematis, faktual dan 
akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta 
hubungan-hubungan antar fenomena yang 
diselidiki. 
Satori dan Kamariah (2012;22), 
penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan 
penelitian yang mengungkap situasi sosial 
tertentu dengan mendeskripsikan kenyataan 
secara benar, dibentuk oleh kata-kata 
berdasarkan teknik pengumpulan dan analisis 
data yang relevan yang diperoleh dari situasi 
yang alamiah. 
Adapun lokasi penelitian ini dilakukan di 
Kabupaten Donggala, tepatnya di 3 (tiga) Desa 
dengan mengikuti kriteria Desa membangun 
yang ada di Kabupaten Donggala, yaitu : 
- Desa Wani II, Kec. Guntarano, mewakili 
Desa Berkembang.  
- Desa Loli Dondo, Kec. Banawa, mewakili 
Desa Tertinggal.  
- Desa Labuan Kungguma, Kec. Labuan, 
mewakili Desa Sangat Tertinggal. 
Untuk menentukan informan, penulis 
menggunakan Teknik Purposive Sampling. 
Menurut Sugiyono (2010;18), teknik purposive 
sampling dengan pertimbangan tertentu, yaitu 
bahwa informan yang diambil hanyalah orang-
orang yang dianggap mengetahui dan mampu 
memberikan informasi dan data sesuai dengan 
yang dibutuhkan. Berdasarkan Teknik 
Purposive Sampling, peneliti menetapkan 
informan dalam penelitian ini adalah sebagai 
berikut : 
1. Kepala Bidang Administrasi Pemerintahan 
dan Keuangan Desa Dinas Pemberdayaan 
Masyarakat dan Pemerintah Desa Kabupaten 
Donggala. 
2. Kepala Desa sebanyak 2 orang 
3. Sekretaris Desa sebanyak 1 orang 
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4. Tenaga Kesehatan Desa sebanyak 3 orang 
5. Tokoh masyarakat sebanyak 3 orang  
Untuk mempermudah mengidentifikasi 
sumber data, dalam penelitian ini dibedakan 
menjadi Data Primer dan Data Sekunder. 
Pengumpulan data dilakukan melalui teknik 
yaitu : 1) Observasi (observation), 2) 
Wawancara, dan 3) Dokumentasi. Instrumen 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
peneliti sendiri sebagai instrumen utama, 
panduan wawancara sebagai alat bantu dalam 
mengumpulkan informasi. Teknik analisis data 
yang digunakan adalah teknik analisis data 
yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman 
dalam Bosrowi dan Suwandi (2008:209-210) 
meliputi tiga kegiatan, yaitu : (1) pengumpulan 
data, (2) penyajian data, (3) penarikan 
kesimpulan (verifikasi). 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
Implementasi Kebijakan Dana Desa Bagi 
Pembangunan Kesehatan 
Pada penelitian ini berdasarkan fokus 
penelitian Implementasi Kebijakan Dana Desa 
bagi Pembangunan Kesehatan di Kabupaten 
Donggala, digunakan model implementasi 
kebijakan oleh Van Metter dan Carl Van 
Horn(Winarno, 2012:160-161), yaitu meliputi 
aspek, ukuran dan tujuan kebijakan, sumber-
sumber kebijakan, karakteristik agen pelaksana, 
sikap/kecenderungan (disposition) para 
pelaksana, komunikasi antarorganisasi dan 
aktivitas pelaksana serta lingkungan ekonomi, 
sosial, dan politik.  
 
Standar Dan Sasaran Kebijakan.  
Van Meter dan Van Horn 
(Widodo,2010:105) menjelaskan bahwa 
pemahaman tentang maksud umum dari suatu 
standar dan tujuan kebijakan adalah penting. 
Implementasi kebijakan yang berhasil, bisa jadi 
gagal (frustated) ketika para pelaksana 
(officials), tidak sepenuhnya menyadari 
terhadap standar dan tujuan kebijakan. Standar 
dan tujuan kebijakan memiliki hubungan yang 
erat dengan disposisi para pelaksana 
(implementors). Arah disposisi para pelaksana 
(implementors) terhadap standar dan tujuan 
kebijakan juga merupakan hal yang crucial. 
Implementor mungkin bisa jadi gagal dalam 
melaksanakan kebijakan, disebabkan karena 
mereka menolak atau tidak mengerti apa yang 
menjadi tujuan suatu kebijakan. 
Dalam memahami standar dan sasaran 
kebijakan, kaitannya dengan penelitian ini 
dapat dilihat pada memadukan antara petunjuk 
teknis yang ada sebagai regulasi pelaksanaan 
kegiatan dengan sosio-kultur sebagai kearifan 
lokal di Desa Wani II, Loli Dondo dan Labuan 
Kungguma. Apabila dua hal ini dipadukan, 
maka untuk merealisasikan Kebijakan Dana 
Desa Bagi Pembangunan Kesehatan dapat 
dikategorikan berhasil, tidak akan sulit. 
Desa Wani II, Labuan Kungguma dan 
Loli Dondo sudah melakukan proses 
penggalian gagasan dari tingkat dusun hingga 
tingkat Desa. Namun tidak seluruhnya 
mengundang unsur-unsur yang terkait 
dibidangnya Di Desa Wani II dan Loli Dondo 
sudah melibatkan petugas kesehatan dalam 
penentuan prioritas kegiatan, namun di Desa 
Labuan Kungguma belum melibatkan petugas 
kesehatan sehingga rencana kegiatan kesehatan 
tidak secara keseluruhan terakomodir dengan 
baik.  
Pengalokasian untuk pembagunan 
kesehatan melalui Dana Desa di Desa Wani II 
tidak setiap tahunya di anggarkan ataupun 
dalam pengalokasian tidak mencapai 10% dari 
Dana Desa yang dimiliki oleh Desa Wani II. 
Pembagunan kesehatan yang ada di Desa Loli 
Dondo belum menjadi prioritas utama dalam 
penganggaran dana Desa, hal tersebut 
dikarenakan kecenderungan alokasi dana Desa 
lebih kepada pembangunan fisik tanpa 
menyentuh pemberdayaan masyarakat. 
Salah satu upaya pelaksana kegiatan 
Dana Desa (DD) dalam pembangunan 
kesehatan dengan melakukan rapat penggalian 
gagasan tingkat Desa hingga Musyawarah 
Desa, namun secara khusus belum 
mengakomodir seluruh gagasan, hal ini terkait 
dengan sasaran pembangunan dan prioritas 
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penggunaan dana Desa. Hal tersebutlah yang 
kemudian menjadikan proses perencanaan yang 
tidak maksimal menyebabkan perencaan 
pembangunan kesehatan yang dianggarkan 
melalui Dana Desa minimal 10% dari total 
anggaran yang ada, belum terealisasi. 
Pembangunan kesehatan di Labuan Kungguma 
dan Loli Dondo menitikberatkan pada 
pembangunan fisik tanpa menyentuh aspek 
pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan. 
Di Desa Wani II, masalah kesehatan 
masih cukup banyak. Hal ini dapat terlihat pada 
cakupan beberapa indikator Indeks 
Pembangunan Kesehatan Manusia (IPKM) 
yang akan menentukan Indeks Pembangunan 
Manusia (IPM), misalnya Gizi Kurang 
sebanyak 6 orang,  Pneumonia sebanyak 34 
orang atau sekitar 15,2% dari 223 Balita (min 
10% dari jumlah Balita), akses Air Bersih 86% 
(target 90%), Cakupan persalinan oleh Nakes 
97% (target 100%), Cakupan pemeriksaan 
Neonatal-1 97% (100%), Cakupan Imunisasi 
Lengkap 88% (90%), dan Cakupan 
penimbangan balita 91% (target 100%). 
Sementara di Desa Labuan Kungguma 
Gizi Kurang sebanyak 8 orang,  Pneumonia 
sebanyak 27 orang atau sekitar 15,5% dari 174 
Balita (min 10% dari jumlah Balita), akses Air 
Bersih 81% (target 90%), Cakupan persalinan 
oleh Nakes 91% (target 100%), Cakupan 
pemeriksaan Neonatal-1 81% (100%), Cakupan 
Imunisasi Lengkap 86% (90%), dan Cakupan 
penimbangan balita 88% (target 100%). 
Selanjutnya di Desa Labuan Loli Dondo 
Gizi Kurang sebanyak 10 orang,  Pneumonia 
sebanyak 34 orang atau sekitar 14,1% dari 241 
Balita (min 10% dari jumlah Balita), akses Air 
Bersih 84% (target 90%), Cakupan persalinan 
oleh Nakes 98% (target 100%), Cakupan 
pemeriksaan Neonatal-1 98% (100%), Cakupan 
Imunisasi Lengkap 89% (90%), dan Cakupan 
penimbangan balita 92% (target 100%). 
Data tersebut diatas memberikan 
gambaran bahwa, sektor kesehatan masih 
membutuhkan banyak dana untuk membantu 
kegiatan-kegiatan yang dapat mengurangi 
angka kesakitan. Selain penyediaan sarana 
prasarana kesehatan, resiko penyakit dapat 
dikurangi melalui kegiatan preventif dan 
promotif, yang dapat dilakukan melalui 
pemberdayaan masyarakat.  
Dikemukakan oleh Agustino (2006;154), 
bahwa dalam menyimpulkan terminologi 
implementasi kebijakan menurut beberapa ahli 
bahwa, implementasi kebijakan merupakan 
suatu proses yang dinamis, di mana pelaksanan 
kebijakan melakukan suatu aktifitas atau 
kegiatan, sehingga pada akhirnya akan 
mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan 
tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri. 
Berkiatan dengan kebijakan Dana Desa 
dalam Pembagunan Kesehatan telah tertuang 
dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan 
Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik 
Indonesias Nomor 19 Tahun 2017 Tentang 
Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa 
Tahun 2018. Serta lebih detail dijelaskan dalam 
Peraturan Bupati Donggala Nomor 4 Tahun 
2018 tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan 
Rincian Dana Desa Setiap Desa Dan Prioritas 
Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2018. 
Dengan demikian dari uraian diatas, 
memberikan gambaran bahwa implementasi 
kebijakan Dana Desa bagi pembangunan 
kesehatan di Kabupaten Donggala dilihat dari 
aspek ukuran-ukuran dasar dan tujuan 
kebijakan,belum sepenuhnya sesuai dengan apa 
yang tertuang dalam regulasi yang ada. 
Olehnya, diharapkan adanya kesungguhan dari 
DPMPD Kabupaten Donggala dan juga 
Pemerintah Desa yang ada untuk melaksanakan 
kebijakan tersebut sesuai dengan regulasi yang 
ada, sehingga regulasi tersebut tidak hanya 
sebatas tulisan yang ada diatas kertas tanpa ada 
implementasi yang maksimal. Sungguhpun isi 
dari sebuah kebijakan sangat mudah untuk 
dipahami dan dimengerti tetapi apabila upaya 
untuk melaksanakan kebijakan tersebut 
terkesan setengah hati niscaya kebijakan 
tersebut tidak akan ada artinya. 
 
Sumber-Sumber Kebijakan 
Teori yang menguatkan dari George C. 
Edward III (Agustino, 2006;158-159) 
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sumberdaya yang harus tersedia agar 
implementasi kebijakan dapat berjalan dengan 
baik mencakup sumberdaya tenaga/staf, 
informasi, wewenang, dan fasilitas. Lebih 
lanjut di katakana bahwa walaupun perintah 
implementasi ditransmisikan dengan akurat, 
jelas dan konsisten, namun apabila para 
pelaksana (Implementors) tidak memiliki 
sumber daya yang cukup, yang diperlukan 
untuk menjalankan kebijakan maka 
implementasi tersebut tidak akan menjadi 
efektif. 
Berkaitan dengan implementasi kebijakan 
Dana Desa bagi pembagunan kesehatan Di 
Kabupaten Donggala, untuk memahami 
sumber-sumber kebijakan, dengan melihat 
kemampuan memanfaatkan sumber daya yang 
tersedia, yang merujuk pada kemampuan 
implementor yang didasarkan pada keahlian, 
dukungan sumber daya financial (keuangan) 
dan metode. 
Jika dilihat dari segi pembangunan 
kesehatan di Desa Labuan Kungguma sudah 
ditopang oleh sumber daya yang memang 
memiliki keilmuan di bidang kesehatan, baik 
itu dalam perencanaan kegiatan maupun dalam 
pelaksanaan program kesehatan, namun 
sumberdaya aparat Desa masih bekum 
maksimal. 
Pembagunan kesehatan melalui Dana 
Desa di Desa Loli Dondo didukung oleh tenaga 
kesehatan dalam perencanaan dan juga dalam 
pelaksanaan kegiatan, terkecuali pada 
kemampuan Aparat Desa yang perlu untuk 
dilakukan pengembangan melalui pelatihan-
pelatihan teknis dalam pengelolaan Dana Desa, 
yang nantinya diharapkan kedepannya dapat 
menadikan pengelolaan Dana Desa di Desa 
Loli Dondo lebih baik dari sebelumnya.  
Sumber daya pendukung Implementasi 
kebijakan Dana Desa bagi pembagunan 
Kesehatan di  Desa Wani II, para informan 
mempunyai tanggapan yang beragam, namun 
mereka sepakat perlu adanya peningkatan 
sumber daya, baik sumber daya aparatur Desa 
maupun sumber daya finasial dan juga sumber 
daya sarana-prasarana. 
Sehubungan dengan pembangunan 
kesehatan, maka selain sumber daya finansial 
dan sarana prasarana, sumberdaya manusia 
sangat besar pengaruhnya terkait dalam hal 
menganalisa masalah-masalah yang ada serta 
kegiatan apa saja yang menjadi skala priortitas 
dan apa resikonya jika tidak segera 
dilaksanakan. Tingginya faktor kejadian 
penyakit menyebabkan tingginya biaya yang 
dibutuhkan dalam penanggulangan masalah 
tersebut. Alokasi 10% dari total jumlah Dana 
Desa diharapkan dapat membantu masyarakat 
meningkatkan derjat kesehatannya. 
Menurut Van Meter dan Van Horn 
(Subarsono, 2011:100), bahwa implementasi 
kebijakan perlu dukungan sumber daya 
manusia (human recources) maupun dukungan 
sumber daya non-manusia (non-human 
recources).  Selain sumber daya manusia, 
sumber daya lain juga patut untuk 
diperhitungkan dalam melaksanakan kebijakan 
Dana Desa dalam pembagunan kesehatan, 
seperti sumber daya finansial, karena ketika 
sumber daya manusia yang kompeten dan 
kapabel telah tersedia, namun tidak didukung 
dengan sumber daya finansial dalam 
melaksanakan kebijakan, maka akan menjadi 
persoalan yang pelik untuk meralisasikan apa 
yang hendak menjadi sasaran dan tujuan 
kebijakan Dana Desa dalam pembagunan 
kesehatan itu sendiri. 
Apabila dilihat dari sumberdaya manusia 
yang dimiliki dalam mengimplementasikan 
kebijakan Dana Desa bagi Kesehatan sudah 
cukup memadai, hal tersebut dapat dilihat 
dengan tersedianya tenaga kesehatan dan juga 
kader kesehatan di setiap Desa yang 
memungkinkan mendukung terlaksananya 
program-program kesehatan di setiap Desa. 
Namun demikian apa bila dilihat dari 
pembagunan kesehatan yang dilakukan melalui 
Dana Desa di KabupatenDonggala, pada Tahun 
2016 sebanyak Rp.97.769.993.000 dengan 
alokasi dana Desa bagi pembangunan 
kesehatan sebesar 5,04%, Tahun 2017 Dana 
Desa sebanyak Rp.124.461.983.000 dengan 
alokasi bagi kesehatan sebesar 6,05% dan 
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Tahun 2018 Dana Desa sebanyak Rp. 130. 
392.660.000 sudah termasuk dana Afermasi 
(dana tambahan bagi Desa miskin dengan 
kategori cakupan bidang pendidikan dan 
kesehatan yang rendah) sebesar 
Rp.6.932.960.000, dengan alokasi dana Desa 
bagi kesehatan sebesar 4,9%. Dengan demikian 
dapat diketahui bahwa pembangunan kesehatan 
di Kabupaten Donggala melalui Dana Desa 
belum mencapai 10% dari total dana Desa yang 
telah disiapkan oleh pemerintah pusat. 
Berdasarkan uraian diatas, dapat 
diberikan kesimpulan bahwa Implementasi 
Kebijakan Dana Desa bagi pembagunan 
kesehatan di Kabupaten Donggala dilihat dari 
dari aspek sumber-sumber kebijakan, belum 
terealisasi dengan baik, hal tersebut 
dikarenakan penggalokasian Dana Desa 
terhadap pembagunan kesehatan yang tidak 
mencapai 10% dari Dana Desa yang ada. 
 
Karakteristik Agen Pelaksana.  
Van Metter dan Van Horn (Winarno, 
2012:160), bahwa Karakteristik agen pelaksana 
dalam mengimplementasikan kebijakan, 
berkaitan dengan ciri-ciri yang tepat serta 
cocok dengan para agen pelaksananya. Van 
Metter dan Van Horn lebih lanjut menjelaskan 
bahwa struktur birokrasilah yang dapat 
mengartikan karakteristik-karakteristik, norma-
norma dan pola-pola hubungan yang terjadi 
berulang-ulang dalam badan-badan eksekutif 
yang mempunyai hubungan baik potensial 
maupun nyata dengan apa yang mereka miliki 
dengan menjalankan kebijakan. Dan juga, tidak 
dapat diabaikan bagaimana ikatan-ikatan badan 
pelaksana dengan personil yang ikut berperan 
serta dalam sitem penyampaian kebijakan. 
Implementasi kebijakan Dana Desa bagi 
pembangunan kesehatan di Kababupaten 
Donggala, karakteristik agen pelaksana, 
merupakan kemampuan dan komitmen 
pelaksana dalam melaksanakan program/ 
kebijakan yang sesuai dengan standar dan 
mekanisme yang berlaku, sehingga organisasi 
atau agen pelaksana dapat memahami dan 
mengerti terhadap tugas pokok, fungsi dan 
tanggung jawab masing-masing, baik secara 
individu maupun secara kelembagaan. 
Dukungan tenaga kesehatan dan 
komitmen aparat Desa terkait dengan 
pelaksanaan kebijakan Dana Desa bagi 
pembagunan kesehatan di Desa Wani II, dapat 
dibuktikan dengan adanya peran serta tenaga 
kesehatan dalam perencanaan di bidang 
kesehatan selain itu , keterlibatan langsung 
tenaga kesehatan dalam melaksanakan program 
kesehatan yang telah di sepakati.  
Pembagunan kesehatan di Desa Loli 
Dondo melalui Dana Desa berdasarkan aspek 
karakteristik agen pelaksana menunjukan 
bahwa pelaksana kebijakan Dana Desa dalam 
hal ini Pemerintah Desa sudah melakukan 
peran sebagaimana mestinya yang senantiasa 
melibatkan tenaga kesehatan baik dalam 
pengalokasian anggaran pembagunan kesehatan 
di dalam Dana Desa maupun pelaksanaan 
program kegiatan kesehatan tersebut. 
Terkait pembangunan kesehatan, sangat 
jelas diatur dalam Peraturan Menteri Desa 
PDTT No. 19 Tahun 2017 Tentang Prioritas 
Pemanfaatan Dana Desa Tahun 2018, bahwa 
pembangunan kesehatan merupakan skala 
prioritas. Namun ini belum berjalan baik, hal 
ini disebabkan oleh para pelaksana lebih 
memprioritaskan kegiatan yang erat 
hubungannya terhadap aktivitas mereka, dan 
juga infrastrukur yang tidak terkait dengan 
bidang kesehatan. 
Terkait dengan struktur birokrasi, 
diperkuat dengan Teori Edward III (Agustino, 
2006;160) menjelaskan bahwa walaupun 
sumber daya untuk melaksanakan suatu 
kebijakan tersedia, atau para pelaksana 
kebijakan mengetahui apa yang seharusnya 
dilakukan dan mempunyai keinginan untuk 
melaksanakan suatu kebijakan, tetapi 
kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat 
terlaksana atau terealisasi masih tetap ada 
karena terdapatnya kelemahan dalam struktur 
birokrasi.  
Dari uraian di atas, dapat ditarik 
disimpulkan bahwa implementasi kebijakan 
Dana Desa bagi pembangunan kesehatan di 
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Kabupaten Donggala, dilihat dari aspek 
karakteristik agen pelaksana belum sepenuhnya 
mendukung dengan baik. Hal tersebut 
dikarenakan rendahnya sikap Pemerintah Desa 
untuk mendorong pengalokasian Dana Desa 
bagi pembagunan kesehatan. 
 
Sikap/kecenderungan (Disposisi) para 
pelaksana.   
Memperkuat Van Metter dan Van Horn, 
Edward III (Widodo,2010:104) mengemukakan 
bahwa disposisi yang tinggi berpengaruh pada 
tingkat keberhasilan pelaksanaan kebijakan. 
Disposisi diartikan sebagai kecenderungan, 
keinginan atau kesepakatan para pelaksana 
(implementors) untuk melaksanakan kebijakan. 
Oleh karena itu, jika implementasi kebijakan 
Dana Desa bagi pembangunan kesehatan di 
Kabupaten Donggala dapat berhasil, maka para 
pelaksana kebijakan tidak hanya mengatahui 
apa yang harus dilakukan, tetapi mereka juga 
harus memiliki kemampuan dan kemauan 
melaksanakan kebijakan tersebut secara 
demokratis, antusias dan responsif kepada 
masyarakat. 
Implementasi kebijakan Dana Desa bagi 
pembangunan kesehatan di Kabupaten 
Donggala, merupakan sikap dari agen 
pelaksana kegiatan dana Desa di Desa Wani II, 
Loli Dondo dan Labuan Kungguma sebagai 
implementor dalam menjalankan kegiatan 
sesuai dengan regulasi yang sudah ada dari atas 
(top down) khususnya bidang kesehatan, 
mencakup respons implementor kebijakan 
terhadap kebijakan dana Desa bagi kesehatan, 
dan pemahaman implementor terhadap isi dan 
sasaran kebijakan. 
Para pelaksana kebijakan Dana Desa bagi 
kesehatan di Desa Wani II sudah merespon dan 
memiliki keinginan kuat untuk 
melaksanakannya dengan semaksimal 
mungkin. Pembagunan kesehatan di Desa 
Labuan Kungguma, sudah dianggarkan pada 
Dana Desa, walaupun belum sebagaimana yang 
diharapkan, namun demikian Pemerintah Desa 
sudah memiliki perhatian terhadap 
pembangunan kesehatan di Desa Labuan 
Kungguma. Begitu juga tenaga kesehatan yang 
ada di Desa Kungguma Sudah merepon baik 
terhadap program-program kesehatan yang di 
anggarkan dalam Dana Desa. 
Van meter dan Van Horn (Winarno, 
2012:196), memberikan pandangan bahwa 
dampak dari kecenderungan para pelaksana 
terhadap efektifnya suatu kebijakan bila 
kebijakan tersebut mendapat dukungan para 
pelaksananya. Namun ketika kebijakan-
kebijakan itu bertentangan secara langsung 
dengan pandangan-pandangan pelaksana 
kebijakan atau kepentingan-kepentingan 
pribadi atau organisasi, maka tidak akan 
efektif. 
Pembangunan kesehatan sebagaimana 
diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan RI 
No: HK.02.02/Menkes/52/2015 tentang 
Rencana Strategis Kementerian Kesehatan. 
Menjelaskan dua tujuan Kementerian 
Kesehatan pada tahun 2015-2019, yaitu: 1) 
meningkatnya status kesehatan masyarakat dan; 
2) meningkatnya daya tanggap 
(responsiveness) dan perlindungan masyarakat 
terhadap risiko sosial dan finansial di bidang 
kesehatan. Peningkatan status kesehatan 
masyarakat dilakukan pada semua kontinum 
siklus kehidupan (life cycle), yaitu bayi, balita, 
anak usia sekolah, remaja, kelompok usia kerja, 
maternal, dan kelompok lansia.  
Terkait dengan implementasi kebijakan 
Dana Desa bagi pembangunan kesehatan di 
Kabupaten Donggala dilihat dari aspek 
kecenderungan atau sikap pelaksana 
sebagaiamana yang telah diuraikan diatas, 
maka dapat disimpulkan bahwa 
sikap/kecendrungan (Disposisi) para pelaksana 
sangat mempengaruhi teralisasinya atau 
tidaknya kebijakan Dana Desa bagi 
pembagunan kesehatan di Kabupaten Donggala 
sehingga menjadi suatu keharusan bagi setiap 
aparat pelaksana kebijakan, agar apa yang 
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Komunikasi antar organisasi dan aktivitas 
pelaksana. 
Van meter dan Van Horn 
(Winarno,2012:162), mengatakan bahwa 
sesungguhnya prospek-prospek tentang 
implementasi yang efektif ditentukan oleh 
kejelasan ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan 
yang dinyatakan dan oleh ketepatan dan 
konsistensi dalam mengkomunikasikan ukuran-
ukuran dan tujuan-tujuan tersebut. Dengan 
demikian komunikasi dapat diartikan sebagai 
proses penyampaian informasi kepada 
masyarakat. Komunikasi kebijakan merupakan 
proses penyampaian informasi kebijakan dari 
pembuat kebijakan kepada pelaksana 
kebijakan, selanjutnya informasi tersebut 
disosialisasikan kepada masyarakat. 
Komunikasi antarorganisasi dan aktivitas 
pelaksana, dalam implementasi kebijakan Dana 
Desa bagi pembangunan kesehatan di 
Kabupaten Donggala yang dilakukan oleh 
pelaksana terhadap pihak-pihak yang terkait 
secara langsung maupun tidak langsung 
mengenai kegiatan Dana Desa di Desa Wani II, 
Loli Dondo dan Labuan Kungguma kaitanya 
dengan pembangunan kesehatan melalui 
kegiatan sosialisasi maupun koordinasi.  
Dinas terkait dalam hal ini Dinas PMD 
Kkab. Donggala setiap tahun telah 
melaksanakan kegiatan sosialisasi, monitoring 
dan evaluasi. Pada kegiatan sosialisasi juga 
telah ditekankan mengenai kegiatan-kegiatan 
apa saja yang dapat dianggarkan dan kegiatan 
apa saja yang tidak dapat dianggarkan, sesuai 
dengan juknis yang telah ditentukan, termasuk 
didalamnya pemanfaatan dana Desa bagi 
pembangunan kesehatan. Selanjutnya, 
penentuan kegiatan sepenuhnya diserahkan 
kepada pemerintah Desa dengan harapan sesuai  
dengan Juknis yang ada serta dipadukan 
dengan kondisi sosiokultural masyarakat. 
Sementara itu, komunikasi terhadap 
pelaksanaan kebijakan Dana Desa di Desa 
Wani II, terdapat kebuntuan informasi terhadap 
masyarakat terkait perkembangan pelaksanaan 
kegiatan, dan menyebabkan program ini 
menjadi tidak berjalan maksimal dalam artian 
masyarakat tidak mengetahui dengan jelas 
pelaksanaan, dikarenakan keterlibatan 
masyarakat lebih kepada perencana dari 
program-program yang ada. 
Intensitas komunikasi kebijakan 
pemanfataan Dana Desa bagi kesehatan di Desa 
Labuan Kungguma masih sangat kurang karena 
sosialisasi lebih menitikberatkan pada kegiatan 
yang diutamakan, tanpa melihat kegiatan yang 
merupakan kebutuhan dasar yang harus 
dipenuhi di suatu Desa. 
Intensitas komunikasi Dana Desa bagi 
pembangunan kesehatan di Desa Loli Dondo 
masih sangat kurang sehingga penganggaran 
belum terakomodir secara baik berdasarkan 
kebutuhan masyarakat khusunya pembangunan 
kesehatan. Namun dalam menginformasikan 
kegiatan Dana Desa, masyarakat sudah dapat 
secara terbuka melihat perkembangannya 
melalui papan informasi Desa. 
Agustino (2006:162), mengiterpretasikan 
variabel komunikasi dalam implementasi 
kebijakan mengatakan bahwa komunikasi 
dalam bentuk koordinasi merupakan 
mekanisme yang ampuh dalam proses 
implementasi kebijakan publik. Sehingga, 
semakin baik koordinasi di antara pihak-pihak 
yang terlibat dalam suatu proses implementasi, 
maka asumsinya kesalahan-kesalahan akan 
semakin kecil untuk terjadi, begitu pula 
sebaliknya. 
Berkaitan dengan implementasi kebijakan 
Dana Desa bagi pembangunan kesehatan di 
Kabupaten Donggala, dilihat dari aspek 
komunikasi antar organisasi dan aktivitas 
pelaksana, dapat disimpulkan sudah terlaksana 
dengan baik, sebagaimana yang telah diuraikan 
sebelumnya memberikan gambaran bahwa 
komunikasi yang dilakukan oleh pelaksana 
kebijakan Dana Desa dilakukan melalui 
musyawarah yang dilakukan oleh Desa setiap 
tahunnya yang melibatkan seluruh aspek 
masyarakat termasuk juga di dalamnya petugas 
kesehatan yang ada, serta dalam melaksanakan 
program pembangunan kesehatan yang ada 
sudah dilakukan dengan melakukan koordinasi 
bersama Puskesmas yang ada.  
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Kondisi lingkungan sosial, politik dan 
ekonomi. 
Van Meter dan Van Horn (Agustino, 
2012:144), mengatakan bahwa sejauhmana 
lingkungan eksternal turut mendorong 
keberhasilan kebijakan publik yang telah 
ditetapkan. Lingkungan sosial, politik dan 
ekonomi yang tidak kondusif dapat 
mengakibatkan kinerja implementasi kebijakan 
menjadi gagal, karena upaya untuk 
mengimplementasikan suatu kebijakan harus 
memperhatikan suasana yang kondusif pada 
lingkungan eksternal. 
Berkaitan dengan kebijakan Dana Desa 
bagi pembangunan kesehatan di Kababupaten 
Donggala, Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan 
Politik, merupakan keadaan  ekonomi, sosial 
dan politik yang ada di Desa Wani II, Loli 
Dondo dan Labuan Kungguma, yang 
berpengaruh dalam pelaksanaan kebijakan 
Dana Desa bagi kesehatan, yang merujuk pada 
dukungan lingkungan eksternal (masyarakat) 
dalam pelaksanaan kebijakan, dukungan 
lingkungan ekonomi (kondisi ekonomi 
masyarakat) dan dukungan lingkungan politik 
dalam pelaksanaan kebijakan. 
Program Dana Desa (DD) di Desa Wani 
II mengenai indikator Lingkungan ekonomi, 
social, dan politik belum terpenuhi karena 
adanya aktor atau masyarakat dan kelompok 
masyarakat yang belum sepenuhnya 
mendukungjika kegiatan-kegiatan kesehatan 
dianggarkan melalui Dana Desa karena 
menganggap pelaksana program kesehatan 
yang diusulkan melalui Musyawarah Dusun 
tidak memperlihatkan dampak langsung bagi 
masyarakat. 
Pembagunan kesehatan melalui dana 
Desa belum seenuhnya terlaksana dengan baik 
di Desa Labuan Kungguma, hal ini 
mengakibatkan sikap pesimis dari masyarakat 
terhadap penggunaan Dana Desa pada bidang 
kesehatan. Ini mengakibatkan tanggapan 
negative bagi masyarakat terhadap pemerintah 
Desa yang lebih cenderung memperhatikan 
pembangunan fisik. 
Pada dasarnya bila dilihat dari tujuan 
yang mendasari dilaksanakannya kebijakan 
Dana Desa bagi pembagunan kesehatan, 
menunjukan keberpihakan para pembuat 
kebijakan terhadap masyarakat khususnya yang 
memiliki keterbatasan terhadap akses kesehatan 
yang layak. Sehingga kecenderungan untuk 
dapat diterima dan dilaksanakan  di masyarakat 
sebagai kelompok sasaran dapat berjalan 
dengan baik. Kecenderungan untuk diterima 
masyarakat dengan baik ini tentunya akan 
sangat berkaitan dengan proses 
pelaksanaannya. Ketika pelaksanaan program 
tidak sejalan dengan tujuan program itu sendiri, 
maka akan berpotensi munculnya polemik yang 
akan berimbas kepada penolakan-penolakan.  
Dengan demikian dapat disimpulkan 
bahwa dalam mengimplementasikan kebijakan 
Dana Desa bagi pembangunan kesehatan di 
Kabupaten Donggala,  belum sepenuhnya 
mendapat dukungan lingkungan eksternal, hal 
tersebut dikarenakan masih terdapat penolakan 
dari sebagian masyarakat yang mengganggap 
program Dana Desa bagi pembangunan 
kesehatan belum sepenuhnya berpihak kepada 
masyarakat dan pelaksanaan program tidak 
sejalan dengan tujuan program itu sendiri. 
Masyarakat lebih mendukung program yang 
dapat mendukung langsung ekonomi mereka 
dibanding pembangunan yang bersifat jangka 
panjang, seperti pemberdayaan masyarakat. 
. 
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 
 
Implementasi Kebijakan Dana Desa bagi 
pembangunana kesehatan di Kabupaten 
Donggala adala belum terimplemntasikan 
dengan baik. Hal ini terlihat dari enam aspek 
yang dikaji masih terdapat aspek yang belum 
tercapai yaitu ukuran-ukuran dasar dan tujuan 
kebijakan, sumber-sumber kebijakan, 
krakteristik agen pelaksana belum sepenuhnya 
mendukung, begitu pula kondisi lingkungan 
sosial, politik dan ekonomi. sedangkan aspek 
yang sudah terlaksana yaitu aspek disposisi 
implementor, dan komunikasi antar organisasi 
dan aktivitas pelaksana 
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Berdasarkan kesimpulan yang ada maka 
penulis merekomendasikan, sebagai berikut : 
1. Pemerintah Daerah melalui DPMPD 
Kabupaten Donggala dan Dinas Kesehatan 
Kabupaten Donggala perlu bekerjasama 
melakukan intervensi melalui penerbitan 
petunjuk teknis pelaksanaan pembangunan 
dibidang kesehatan melalui Dana Desa.  
2. Pemerintah Daerah melalui DPMPD 
Kabupaten Donggala, perlu untuk 
mendorong kepada Pemerintah Desa untuk 
mengalokasikan sebesar 10% anggaran 
pembangunan kesehatan dari Dana Desa. 
3. Pemerintah Daerah melalui Dinas DPMPD 
Kabupaten Donggala perlu untuk lebih 
intens melakukan pembinaan terhadap 
Pemerintah Desa untuk dapat lebih 
memperhatikan pengalokasian Dana Desa 
terhadap pemberdayaan masyarakat 
khususnya bidang kesehatan. 
4. Dalam melaksanakan kebijakan Dana Desa 
bagi pembagunan kesehatan, Dinas PMD 
Kabupaten Donggala perlu untuk 
memperikan pelatihan-pelatihan kepada 
Pemerintah Desa untuk dapat mengelola 
Dana Desa lebih inovatif, tranparan dan 
berorientasi kepada pemberdayaan 
masyarakat.  
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